
 
  

 

84 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LiteraturBuku: 

Atmasasmita, Romli. 2004. SekitarMasalahKorupsi, Aspek Nasional dan 

AspekInternasional. Bandung: Mandar Maju. 

Arief, Barda Nawawi. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana 

(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: 

Kencana. 

Ali, Zainuddin. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: SinarGrafika. 

Brata, Sumadi Surya. 1992. Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali Press. 

Djaja, Ermansyah. 2010. MemberantasKorupsi Bersama KPK- Komisi 

Pemberantasan Korupsi. Edisi 2.  Jakarta: SinarGrafika. 

Departeman Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

Jakarta: Balai Pustaka. 

Effendy, Marwan. 2007. Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan 

Fungsinya dari Perspektif Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia. 

___________. 2012. Sistem Peradila Pidana. Jakarta: GP Press Group. 

Hartanti, Evi. 2005. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika. 

Hamzah, Andi. 2006. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana 

Nasional dan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

Lopa, Baharudin. 1997. Masalah Korupsi dan Pemecahannya. Jakarta: 

Kipas Putih Aksara. 

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, EdisiRevisi. Jakarta: Kencana 

Prenadamedia. 

Riyanto, Adi. 2000. Sosiologi Hukum. Jakarta: (TanpaPenerbit). 

Soekanto, Soerjono. 1986. Sosiologi Suatu Pengantar. Cet. 7. Jakarta: 

Rajawali. 

___________. 1982. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: 

Rajawali. 

Soekanto, Soerjono. 1986. Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas 

Indonesia. 



 
  

 

85 
 

_________________. 2010. PengantarPeneliti Hukum. Jakarta: UII Pres. 

Surachmin & Suhandi Cahaya. 2015. Strategi dan Teknik Korupsi: 

Mengetahui untuk Mencegah. Jakarta: SinarGrafika. 

Sugiyono. 2008. MemahamiPenelitianKualitatif. Bandung: Alfabeta. 

Soemitro, Ronny H. 1992. MetodologiPenelitia Hukum. Jakarta: Grahalia 

Indonesia.  

Soekanto, Soerjono. 2002. Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara. 

_______________. 2003. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Grafindo 

Persada.  

Sarwono, Sarlito Wirawan. 2015. Teori-Teori Psikologi Sosial. Jakarta: 

Rajawali Pers. 

William J. Camblis dan Robert B. Siedman. 1971. Law Order, And Power, 

Reading. Wesly: Mess Addion. 

Wojowasito. S. 1980. KamusLengkapInggris- Indonesia, Indonesia- 

Inggris. Bandung: Hasta. 

 

Jurnal : 

Budiyono, 2013, “Pemanfaatan Media Massa oleh Penegak Hukum dalam 

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”, Perspektif Volume XVIII 

Nomor 1. 

Fadlu R.F., Hibnu N., Dwi Hapsari R., 2020, “Teknik Penyidik dalam 

Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Investasi 

oleh Mantan Direktur Utama PT. Pertamina (Studi Kasus di Kejaksaan 

Agung Jakarta)”, S.L.R. Volume 2 Nomor 1. 

Nani Widya Sari, “Kewenangan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum 

Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia”, Jurnal Surya 

Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 2, 

Desember 2017. 

 

 

 



 
  

 

86 
 

Peraturan Perundang-Undangan : 

Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP) 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. 

Keputusan Jaksa Agung No.KEP-152/A/JA/10/2015 tentangPembentukan 

Tim Pengawal dan PengamanPemerintahan dan Pembangunan 

KejaksaanRepublik Indonesia. Jakarta: Kejaksaan Agung: Jaksa Agung 

Republik Indonesia. 

 

Referensi Lain: 

Trio Jatmiko, Kasi Datun Kejakasaan Negeri Banyumas, wawancara, 

Banyumas, 13 Juli 2021. 

Nizar Febriansyah, Kasi Intelijen Kejakasaan Negeri Banyumas, 

wawancara, Banyumas, 13 Juli 2021. 

Widodo Sugiri, Kabid Perencanaan dan Pembangunan Jalan Dinas PU 

Kabupaten Banyumas, wawancara, Banyumas, 23 Juli 2021. 

 

Referensi Internet: 

Diana. PenjatuhanPidana pada PerkaraTindakPidanaKorupsi. 

Http://baca.buku.blogspot.com., diaksesJum’at 15 November 

2019, Pukul. 13.00 WIB. 

Dwi. 2016. Pengertian Peran Secara Umum. 

Http://www.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-

umum., diakses Selasa, 11 Mei 2020, Pukul: 12.58 WIB.  

http://www.kejari-jakbar.go.id/index.php/tp4d/pengertian., diakses Selasa, 

11 Mei 2020,, Pukul 07.00 WIB. 

Joko Pinoto. 2018. Mempertanyakan Peran TP4 Kejaksaan Dalam 

Mengawal dan Mengamankan Pembangunan. RefleksiBirokrasi: 

Http://birokrat.menulis.org/Mempertanyakan-Peran-TP4-

http://baca.buku.blogspot.com/
http://www.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum
http://www.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum
http://www.kejari-jakbar.go.id/index.php/tp4d/pengertian
http://birokrat.menulis.org/Mempertanyakan-Peran-TP4-Kejaksaan-Dalam-Mengawal-dan-Mengamankan-Pembangunan


 
  

 

87 
 

Kejaksaan-Dalam-Mengawal-dan-Mengamankan-

Pembangunan., diakses Selasa, 11 Mei 2020,, Pukul 07.00 WIB.  

Kedaulatan Rakyat. Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan 

KawalAkuntabilitasKeuangan dan Pembangunan. 

Http://www.bpkp.go.id/berita/read/69., diakses Selasa, 11 Mei 

2020, Pukul 07.30 WIB. 

 

 

http://birokrat.menulis.org/Mempertanyakan-Peran-TP4-Kejaksaan-Dalam-Mengawal-dan-Mengamankan-Pembangunan
http://birokrat.menulis.org/Mempertanyakan-Peran-TP4-Kejaksaan-Dalam-Mengawal-dan-Mengamankan-Pembangunan
http://www.bpkp.go.id/berita/read/69

